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MOTTO

“Kejahatan-kejahatan yang paling besar tidaklah dilakukan
untuk mencukupi sesuatu yang sangat dibutuhkan tetapi untuk
mengumpulkan sesuatu yang tidak perlu”

Aristoteles'

! Davies, Paul. 1999, Kumpulan Tokoh-Tohoh Dunia : Aristoteles. hal - 19: Penerbit Elek Media
Computindo.
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RINGKASAN

Dalam penelitian yang berjudul “Studi tentang Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ITA Jember” Pengkajian hal di
atas meliputi pola pelaksanaan pembinaan narapidana dan faktor-faktor
penghambatnya. Yang dapat diartikan sebagai penyelidikan tentang suatu kegiatan
untuk mewujudkan upaya baru terhadap orang-orang yang menjalani hukuman
yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas ITA Jember.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui  pola pelaksanaan
pembinaan nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA Jember dan
mengetahui  hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi  penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Jember.

Sedangkan metode yang dipergunakan adalah penentuan responden, area
penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode pendekatan
masalah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah secara yuridis normatif yang
meliputi pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pemasyarakatan, teori hukum serta pendapat ahli hukum vang berkaitan dengan
pembinaan narapidana. Sumber data yang diambil dari sumber data primer dan
sumber data sekunder. Cara inendapatkan sumber data primer dan sekunder
dilakukan dengan cara interview, studi dokumen dan studi literatur. Sedangkan
analisis data dilakukan secara diskriptif kuantitatif.

Pembinaan narapidana yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Jember agar menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, terdapat
beberapa jenis pembinaan antara lain pembinaan mental, pembinaan sosial. dan
pembinaan keterampilan dimana diatur di dalam beberapa dasar hukum yang
mendasari terlaksananya pembinaan narapidana’di Lembaga Pemsyarakatan Kelas
ITA Jember.
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Sedangkan pendefinisaian pemasyarakatan diatur dalam pasal 29 KUHP
dengan orientasi pada pembentukan individu. Yang menjadi obyek sasarannya
adalah pidana agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Untuk pelaksanaan pemasyarakatan narapidana diharapkan di dalam
ritegrasi mereka dengan masyarakat. Sehingga diperlukan pengayoman dan
pemberian bekal hidup sebagai warga yang berguna di masyarakat. Artinya
pembinaan narapidana pada hakikatnya adalah membimbing narapidana agar
tidak mengulangi perbuatannya dan sanggup untuk turut serta di dalam
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Sekarang telah diterima konsepsi tentang pemasyarakatan untuk
merehabilitasi narapidana dengan digantinya istilah penjara menjadi lembaga
pemasyarakatan. Penggantian ini tidak sekedar mengganti begitu saja, akan tetapi
betul-betul mendudukkan posisi narapidana yaitu dengan pembinaan agar menjadi
insan yang berguna.

Berdasarkan penelitian pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1IA Jember menggur;akan pola pelaksanaan pembinaan
seperti apa yang tertuang dalam KEPRES RI No. M.02-PK 0401 tahun 1990.
Identifikasi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan disebabkan karena
kurangnya kualitas dan kuantitas petugas, dana, sarana pembinaan, sikap dar
keluarga narapidana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat
hendakaya ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan pembinaan terhadap
narapidana. Selain itu perlu diusahakan kerja sama dengan instansi vang terkait
secara langsung atau tidak langsung agar masalah dana dapat diatasi, juga perlu
ditempatkan para ahli seperti psikolog, sosiolog dan ahli-ahli lainnya untuk
menunjang pelaksanaan pembinaan serta sarana dan prasarana dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [IA Jember sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan

pembinaan narapidana dapat ditingkatkan mutu pembinaannya.

X1
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan memang selalu ada di masyarakat, baik di negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia ataupun negara adikuasa seperti Amerika Serikat
tidak akan luput dari masalah kejahatan, meskipun kuantitas dan intensitasnya
tidak sama. Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan 1tu akan
ada sepanjang adanya masyarakat. Pandangan tersebut pernah diungkapkan oleh
Barnes dan Treeters, yang menulis:

“Kejahatan akan selalu ada seperti penyakit dan kematian vang selalu

berulang, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.”

Kejahatan tidak mungkin bisa dihapus atau dihilangkan sama sekali. tetapi
hanya dapat dicegah atau dikurangi, apabila tindakan pencegahan itu kurang
berhasil maka malapetaka yang akan menimpa masyarakat. Hal ini jelas
mengakibatkan keadilan, ketertiban, dan ketentraman akan terganggu. Suasana
seperti itulah yang didambakan masyarakat sehingga terwujud perikehidupan
bermasyarakat guna menjamin kelancarannya pembangunan disegala bidang.

Masalah Pemberian sanksi pidana tersebut masih relevan untuk
dipertanyakan. Pada prisipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian
sanksi pidana haruslah bcfungsi untuk membina menurut Muladi dalam Panjaitan
dan Simorangkir (1992: 12) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki
kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini
terdiri atas perangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, perangkat tujuan
pemidanaan itu yang dimaksud terdiri atas -

a. Pencegahan (unsur yang khusus)
b. Perlindunéan masyarakat

Memelihara solidaritas

o

d. Pengimbalan atau perimbangan
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Pemberian  sanksi dengan membina narapidana  di lembaga
pemasyarakatan dikehendaki agar terpidana tidak melakukan kejahatan lagi.
Sistem pemasyarakatan membuat narapidana hak-haknya sebagai manusia diakui
karena semua itu tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang
merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai Dasar Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia.

Almarhum Sahardjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan,
mengemukaan ide pemasyarakatan bagi terwujud. Dengan alasan

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan.

2. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan

bergerak. (Poernomo, 1986 : 175).

Pembinaan merupakan salah satu upaya dari pelaksanaan pidana penjara
dengan sistem pemasyarakatan, jadi partisipasi masyarakat sangat diharapkan
secara nyata dan aktif.

Almarhum Sahardjo menghendaki dalam pidato penerimaan anugerah\
gelar doctor honoris causa dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia
di istana merdeka, Jakarta, pada tanggal 5 juli 1963, beliau memberikan essay
tentang pohon beringin pengayoman sebagai lambang hukum di Indonesia agar di
bawah pohon beringin pengayoman, tidak saja masyarakat diayomi terhadap
diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana melainkan orang vang telah tersesat
diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna
di dalam masyarakat.

Istilah “pemasyarakatan” baru digunakan pada tanggal 27 April 1964 pada
saat konferensi Dinas Kepenjaraan (Poernomo, 1984:141).

Istilah “Pemasyarakatan™ tersebut lebih diperjelas pada UU No. 12 tahun
1995 mengenai pemasayarakatan. Hasil konferensi di atas bahwa pemasyarakatan
disamping sebagai tujuan pemidanaan juga merupakan sistem perlakuan terhadap
narapidana. Pembinaan narapidana terarah pada rehabilitasi, resosisalisasi. yang
berunsur edukatif, korektif, detensif yang beraspek individu dan sosial.

Makna lain dari pembinaan adalah memperlakukan scorang yang berstatus

narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang vang baik. Atas dasar
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Makna lain dari pembinaan adalah memperlakukan seorang yang berstatus
narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seorang yang baik. Atas dasar
pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi
dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri
pada dirinya sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung
Jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera
dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi manusia yang berpribadi
luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah
tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberikan arti dasar agar
narapidana kelak dikemudian han tidak lagi melakukan kejahatan dan taat
terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Almarhum Sahardjo dalam
Poernomo (1986:116) mengatakan bahwa tugas hukum adalah memberi
pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Pembinaan dapat terlaksana secara efektif berdasarkan cita-cita sistem
pemasyarakatan, bukan saja bekas narapidana yang akan menerima atau
menikmati kehidupan mereka yang lebih baik akan tetapi keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara ikut merasakan manfaatnya. Bekas narapidana tidak akan lagi
melakukan kejahatan sehingga akan terlihat adanya dampak positif bahwa
kejahatan dapat ditekan khususnya bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh
bekas nara pidana atau residivis.

Penulis mencoba membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana
yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Jember dalam skripsi yang berjudul :
STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I1A JEMBER.
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1.2 Rumusan Permasalahan
Permasalahan vang akan dibahas dan akan dikaji ini adalah sebagai berikut :
I. Bagaimana pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1A Jember.

8}

Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Jember.

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
I Untuk mengetahui pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.
2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [1A

Jember.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan ilmiah harus dilakukan dengan metode-metode penulisan yang
benar untuk mencapai hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Penggunaan Metode-metode Penulisan yang bailk dimaksudkan
agar tujuan dari penulisan ini dapat dicapai dengan baik dan nantinya dapat
memberikan manfaat bagi orang yang membacanya (Soekanto, 19841 2).

Metodologi merupakan salah satu teknik bagaimana memperoleh sesuatu
atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh data vang tingkat validitasnya
diakui secara ilmiah. Penulisan secara ilmiah ini mempunyai nilai dan bobot
ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan
adanya suatu metodologi atau metode penulisan vang bersifat ilmiah pula
(Soekanto, 1984 : 6).

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara
penulis mempelajari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta menganalisa penulisan tersebut dengan obyek penelitian yaitu di

LLembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.
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1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi in1 adalah
pendekatan masalah secara yuridis normatif. Metode vunidis normatif dilakukan
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat-pendapat
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1985, ~
9). Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengkaji
peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, teori
hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembinaan

narapidana.

1.4.2  Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan dua

sumber data yaitu data primer dan data sekunder vaitu :
1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data vang diperoleh langsung dari
sumber pertama yakni prilaku narapidana dilembaga pemasyarakatan melalui
penelitian.

Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan penelitian di
lapangan dengan melakukan wawancara atau konsultasi dengan pihak-pihak
terkait dalam masalah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Jember.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data vang berupa dokumen-dokumen
resmi, buku-buku. hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan
seterusnya (Soekanto 1984:12).

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara melihat peraturan perundang-
undangan yang berlaku, data-data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Jember

vang berkaitan dengan pemasyarakatan.
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1.4.3 Metode Pengumpulan Data
I. Wawancara atau interview

Khusus untuk penelitian, maka wawancara menurut Denzin dalam
Sockanto (1984 :24) adalah percakapan secara langsung antara dua orang atau
lebih dimana salah satunya mendapatkan informasi dari yang lain.

Pengumpulan data melalui wawancara atau interview digunakan untuk
memperoleh  data-data yang menyeluruh mengenai  pembinaan narapidana.
Wawancara atau interview dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung
dan meminta data-data termasuk dokumen-dokumen penunjang pada pihak yang
terkait dalam hal ini adalah petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Jember yang berkaitan erat dengan masalah pembinaan narapidana.

2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui
data tertulis dengan mempergunakan analisa isi atau kandungan menurut Holsti
dalam Soekanto (1984:22), analisa isi atau kandungan adalah suatu teknik atau
cara untuk mendapatkan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik
tertentu suatu kesan secara obyektif dan sistematik.

Suatu bentuk metode pengumpulan data melalui studi dokumen ini
merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen adalah
dengan cara membaca literatur-literatur, mengumpulkan teori-teori dan pendapat
para ahli dan sarjana serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Studi Literatur

Studi literatur yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan

pemahaman isi berbagai arsip atau dokumen-dokumen vang berhubungan dengan

masalah yang dibahas.
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1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah memakai metode diskriptif
kuantitatif, maksudnya data-data yang diperoleh bukan merupakan data dari
perhitungan melainkan dari penelitian kepustakaan dan observasi di lapangan
yang berhubungan dengan materi, data tersebut disusun secara si-tematis
kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif yaitu pembahasan masalah
yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat lebih khusus yang
merupakan kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi ini. Agar memberikan
gambaran atas data-data yang diperoleh dengan memberikan komentar vyang
dipandang perlu (Faisal 1989:20).
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta tentang Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Jember

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan
kelas IIA Jember, dimulai dari narapidana tersebut masuk diterima di lembaga
pemasyarakatan kelas IIA Jember (atas dasar keputusan hakim yang telah pasti)
sampal narapidana tersebut dilepas karena telah habis masa hukumannya. Yang
pada dasarnya di lembaga pemasyarakatan para narapidana dibina dengan sistem
pemasyarakatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini telah jelas vaitu
memberikan bekal kepada narapidana untuk kelak narapidana hidup kembali ke
masyarakat. Bekal tersebut tidak hanya keterampilan tetapi meliputi fisik atau
mental. Intinya itu menjadikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember pada dasarnya melaksanakan
pembinaan terhadap narapidana agar narapidana kelak setelah keluar dari lembaga
pemasyarakatan mempunyai bekal untuk terjun kemasyarakat, agar nantinya
menjadi warga masyarakat yang baik. Ternyata di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Jember tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwasanya lembaga
pemasyarakatan melaksanakan pembinaannya masih menyimpang dari kenyataan
vang ada. Schingga timbul suatu keadaan dimana tidak sesuai dengan vang
diharapkan. Bahwa para narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan
tidak akan melakukan kejahatannya lagi. Dan menjadi warga masyarakat yang
baik dan taat pada hukum, namun masih banyak diantara mereka yang keluar dan
lembaga pemasyarakatan masih mengulangi perbuatan jahatnya. Hal ini
dikarenakan di dalam pembinaannya di lembaga pemasyarakatan narapidana
belum begitu mengikuti pembinaan dengan baik, dan itu dikarenakan lembaga
pemasyarakatan kurang melaksanakan pembinaan dengan baik, terlihat pada
kenyataannya bahwa daya tampung para narapidana melebihi kapasitas yang ada

sehingga menimbulkan pertengkaran antara narapidana.
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Dalam /nregrated Cryminal Justice System fungsi pemasyarakatan sangatlah
vital, baik dalam selama masih dalam proses pidana maupun setelah keputusan
pengadilan melalui vonis. Jika dalam proses fungsi pemasyarakatan adalah
pelayanan dan perawatan. Setelah adanya putusan pengadilan maka status dari
pemasyarakatan berubah menjadi pembinaan dan perawatan. Puibedaan tersebut
tentunya harus diperhatikan sehingga jelas dan tidak dicampuradukkan dalam
pelaksanaan.

Dalam hal pembinaan dan perawatan ini adalah menjadi tugas pokok dari
lembaga pemasyarakatan, untuk melaksanakan serangkaian kegiatan proses
pengembalian atau persiapan untuk nantinya di lingkungan masyarakat. Namun
pada dasarnya pelaksanaannya ini sangatlah kurang lancar karena kurangnya
hubungan dengan instansi yang terkait di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA" Jember i, sehingga pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan terhadap
narapidana mengalami keterbatasan akan kurangnya sarana dan prasarana yang
mendukung pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. Misalnya
pembinaan dan bimbingan terutama yang menyangkut bimbingan rohaniah dan
mental narapidana, hal yang melatarbelakangi adalah bahwasanya adalah
narapidana orang secara hukum telah melakukan tindak pidana atau tindakan
melawan hukum. Hal tersebut bisa terjadi karena salah satu sebab. bahwa
kurangnya nilai-nilai keagamaan, berawal dari sering seseorang tidak mempunyai
titik kontrol, sehingga terkadang perbuatan yang dilakukan tidak/kuraiig menjadi
permasalahan pada diri seseorang atau pelanggar hukum, dan juga mengenai
masalah 1lmu pengetahuan dan pendidikan umum Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Jember, kurang mendapatkan program bantuan kejar paket A karena
tidak tersedianya fasilitas ruang baca atau perpustakaan sehingga kegiatan pinjam-
meminjam buku kurang berjalan seperti yang direncanakan dan ditetapkan.

Sejalan dengan perkembangan sistem pemasyarakatan dewasa ini maka
sebagai fungsi dan subyek dalam melaksanakan pembinaan harus berpijak pada
nilai-nilai manusiawi serta perlakuan edukatif maupun bersifat komunikatif dalam

kelangsungannya.
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Adapun dari pembinaan tersebut menjadi obyek pembinaan ialah warga
negara yang karena suatu hal diputus oleh hakim kemudian mereka menjalani
pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Jember selain
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana Juga melakukan perawatan
terhadap tahanan. Jenis-jenis pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Jember meliputi :

1. Pembinaan Mental
Dilaksanakan pembinaan mental adalah mengingat bahwa terpidana

mempunyai problem mental, antara lain : Perasaan bersalah terus-menerus,

perasaan merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri dan
untuk selanjutnya dengan pembinaan mental ini secara bertahap mempunyai
keseimbangan emosi.

Aktivitas dari pembinaan mental

a. Memberikan pengertian untuk dapat menerima dan menanggapi rasa frustasi
dengan wajar.

b. Memperlihatkan perhatian dan keinginan membantu.

¢. Merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan daya
cipta, rasa, dan karsanya.

d. Memberikan kepercayaan kepada kesanggupan mereka dan menanamkan rasa
percaya diri sendiri serta terhadap lingkungannya untuk menghilangkan rasa
cemas dan gelisah dengan penekanan pentingnya agama dalam mencapai
kesenangan batin dengan melalui ceramah-ceramah agama, beribadah sesuai
dengan kepercayaannya, membaca dan mempelajari tafsir al-Qur’an dan
sebagainya.

Adapun manfaatnya diberikan pendidikan mental ini maksudnya :

a. Untuk mengetahui perbuatan yang baik dan buruk.

b. Untuk menimbulkan rasa penyesalan atas perbuatan salahnya vang
melanggar hukum dan bertaubat serta berusaha untuk tidak mengulangi lagi.

¢. Untuk memperoleh ketenangan batin.
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2. Pembinaan sosial
Pembinaan sosial dimaksudkan untuk membantu memperoleh  dan

mengembangkan kepribadian serta hidup bermasyarakat. Aktivitas vang

dilakukan dalam pembinaan sosial adalah -

a. Memberi bimbingan kepada mereka bagaimana caraiiya hidup bermasyarakat
vang batk dan diberitahukan mengenai norma-norma agama, kesusilaan, etika
pergaulan serta mengadakan pertemuan dengan keluarga si korban.

b. Mengadakan persuratan untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga
dan relasinya.

¢. Kunjung-mengunjungi mememelihara keharmonisan dalam kehidupannya.

d. Kerja bakti untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa narapidana
merupakan orang yang mampu bekerja dan mempunyai tanggung jawab.

Mantaat dari pembinaan sosial ini adalah -

I. Membantu narapidana mengembangkan pola-pola tingkah lakunya dan

positif dalam adaptasi sosialnya.

b

Menanamkan rasa percaya diri dan dapat membedakan mana pergaulan

vang baik dan mana yang buruk.

)

Menciptakan dan mempertahankan keserasian hubungan antara nara

pidana dan keluarganya, petugas, sesama diantara mereka dan masyarakat.
4. Memupuk rasa tanggung jawab sosal.

3. Pembinaan keterampilan
Pembinaan  keterampilan ini  dimaksudkan untuk memupuk  dan

mengembangkan bakat yang dimiliki. sehingga memperoleh keadilan dan

keterampilan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.

Aktivitas yang dilakukan di dalam pembinaan keterampilan ialah :

a. Memberikan  petunjuk,  pengarahan  dan  naschat-naschat serta
menyelenggarakan training persiapan.

b. Menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, dimana kurikulum pelajaran
harus disesuaikan dengan tingkat yang sederajat.

¢. Latihan kejuruan antara lain Pertukangan, kerajinan tanean dan lain-lain
] £ i g
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d. Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani : senam pagi dan
olah raga.

Manfaat dari pembinaan keterampilan ialah :

I. Agar mereka dapat menguasai bidang keterampilan tertentu.

2. Membentuk tenaga kerja produktif, mampu bekerja dan berusaha untuk
mencari makan dengan usaha sendiri.

3. Bisa berikar dan mempunyai kepercayaan akan kemampuan berusaha
disamping memulihkan atau mengembangkan kepercayaannya dan harga
dirinya.

Mengenal narapidana yang masa pidananya kurang dari satu tahun tidak
dikenakan sistem pemasyarakatan, hal ini disebabkan karena jangka waktu
pembinaan terhadapnya dianggap sangat singkat, sehingga belum sampai berhasil
narapidana itu sudah keluar. Narapidana yang menjalani pidana dibawah satu
tahun pembinaannya hanya pada mental dan keterampilan. Pada dasarnya
pembinaan keterampilan tidak membedakan masa hukuman (pidana), tetapi yang
berbeda adalah pembinaannya. Pembinaan narapidana yang menjalani hukuman di
bawah satu tahun, lebih ditujukan untuk bergaul di luar lembaga, sehingga tidak

Jarang setelah bebas, cenderung untuk melakukan kejahatan lagi (recidivis).

2.2 Dasar Hukum
I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 29 ayat 1 berbunyi :

“Tentang menunjukkan tempat ( Gedung), dimana hukuman penjara, atau
hukuman kurungan, atau kedua macam hukuman itu dijalani, demikian
Juga tentang peraturan, dan urusan tempat itu, tentang membagi-bagi orang
hukuman atas beberapa kelas, tentang pekerjaan, tentang upah kerja,
tentang pemondokan orang-orang vang di hukum, vang tinggal di luar
hukuman penjara, tentang perkara pengajaran, tentang melakukan agama.
tentang siasat, ketertiban, tempat tidur, tentang makanan dan tentang
pakaian, ditentukan dalam ordonansi yang sesual dengan kitab undang-
undang ini.”

2. Undang-Undang No. 12 tahun 1995, mengenai “Pemasyarakatan.”
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Pasal 1 ayat 1 :

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam
tata peradilan pidana.”

Pasal 1 ayat 2 :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenal arah dan batas
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima baik oleh lingkungan
masyarakat, dan dapat aktf berperan dalam pembangunan, dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”
Pasal 1 ayat 7 :

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
Lembaga Pemasyarakatan.”

Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999, tentang “Pengurangan
Masa Menjalani Pidana (Remisi).”

Pasal 1 ayat 1 :

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjaiani pidana penjara
sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang
bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana™

Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M 01-PK.04.10 tahun 1999,
tentang “Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan
Cuti Menjelang Bebas.”

Pasal 13 ayat 2 sub a :

“Dalam  asimilasi mengenai kegiatan’ pendidikan, bimbingan, latihan
keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya di luar

LAPAS, keputusannya dibuat oleh kepala LAPAS atas nama menteri.”
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Pasal 13 ayat 2 sub ¢ :

“Dalam hal pembebasan bersyarat, keputusan di buat oleh Direktur
Jenderal Pemasyarakatan atas nama menteri.”

Pasal 13 ayat 2 sub d :

“Dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama menteri.”
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 01-PK.04.10 tahun 1990,

tentang “Pola Pembinaan Narapidana.”

th

(terlampir)

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pemasyarakatan

Bentuk pemasyarakatan di Indonesia yang lama menggunakan sistem
kepenjaraan yang berinduk pada KUHP dan sekarang diganti dengan sistem
pemasyarakatan yang lahir pada tahun 1964. Sistem kepenjaraan sebagai
pelaksanaan pasal 29 KUHP dijabarkan di dalam Geistichten Reglement yang
berorientasi kepada kemerdekaan individu. Yang menjadi sasaran pada pidana itu
adalah supaya ia bertaubat dan tidak melanggar hukum lagi. Ditinjau dani
perkembangan Indonesia penologi serta dikaitkan dengan pandangan hidup
bangsa dan negara Indonesia maka Geistichten Reglement sudah tidak sesuai lagi
dalam sistem kepenjaraan ini narapidana dipandang sebagai obvek saja dan
bertujuan bukan untuk maksud memperbaiki, membina dan mendidik tetapi
sebagai pembalasan dan pembuat jera narapidana, vang berarti mempunyai
kesamaan dengan pandangan lama terhadap tujuan pembinaan vaitu sebagai alat
balas dendam. Pada bentuk pemasyarakatan vang sekarang menggunakan sistem
pemasyarakatan yang merupakan suatu era baru dalam pembaharuan terhadap
sistem pemidanaan di Indonesia namun dengan ditetapkannya -sistem
pemasyarakatan bukan berarti mengubah secara keseluruhan sistem pemidanaan
vang sebelumnya pernah diterapkan di Indonesia, tetapi pemasyarakatan sebagai
tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan aspek

manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pemidanaan menganut
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asas pengembalian atas perbuatan yang dilakukan dan sekaligus memperlakukan
narapidana sebagal manusia sekalipun melanggar hukum pidana (Poernomo,
1986: 43).

Pemasyarakatan dalam penjelasan umum UU No.12 tahun 1995
mengandung pengertian :

"Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana vyang

didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk

Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Dalam membina

terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya,

serta kemasyarakatannya dan dalam menyelenggarakannya
mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hobinya dengan
masyarakat."

Sedangkan di dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M 02-PK.04.10
tahun 1990, tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, pemasyarakatan adalah :

"Bagian dan tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan

narapidana anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang

dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua
aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani
pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik."

Pada konverensi dinas pemasyarakatan di Lembang Bandung, Bahroedin
Soerjobroto  menyatakan tentang masih adanya perselisihan faham dengan
pengertian pemasyarakatan, Bahroedin mengatakan

“Hingga saat ini masih banvak terdapat perselisihan faham dan keragu-

raguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dan akibatnya

tampak sekali dalam pelaksanaan-pelaksanaannya. Sebagian pelaksana
dalam gerak usahanya mengidentifikasikan pemasyarakatan itu dengan
memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak pada narapidana,
dengan jalan membiarkan mereka keluyuran diluar tembok, sebagian
pelaksana mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai fase hehandeling

(perlakuan) terakhir, sebagai overgangs fase dari jalan tembok ke tengah-
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tengah masyarakat, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan

sosialisasi." (1988:64).

Dalam seminar kriminologi ke-1 tahun 1969 di Semarang Bahroedin
Soerjobroto  memberikan  batasan mengenai pemasyarakatan. Bahroedin
mengatakan :

"Prinsip pemasyarakatan itu adalah pemulihan kembali kesatuan hubungan

hidup, kehidupan dan penghidupan, vang terjalin dari manusia dari

pribadinya, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan

(dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan

Khaliknya."

Bertitik tolak dari pengertian pemasyarakatan di atas jelaslah bahwa sistem
pemasyarakatan yang menggantikan sistem penjara tidak sekedar untuk
menggantikan nama atau sebutan begitu saja, tetapi terkandung maksud di
dalamnya suatu usaha untuk mendidik kembali atau meredudikasi para narapidana
agar menjadi orang yang baik dan berguna serta membina agar dapat
bermasyarakat lagi atau meresosialisasikan yaitu dengan menerjunkan mereka ke

pergaulan masyarakat di sekelilingnya.

2.3.2 Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan Narapidana

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-
cita besar, pembinaan pemasyarakatan vang diberikan kepada narapidana
diharapkan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat tetapi juga
mereka menjadikan mereka warga masyarakat vang mendukung ketertiban dan
kebatkan baik sistem kemasyarakatan dan pembinaan menjuruskan narapidana
pada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik dan berkelakuan baik.

Narapidana yang menurut Sahardjo adalah orang yang tersesat perlu
mendapatkan pengayoman dan memberikan bekal hidup sebagai warga yang
berguna di dalam masyarakat. Narapidana ‘tentu tidak selamanya menjadi
narapidana dan menempati cabang rutan akan tetapi setelah usia menjalani pidana

tentu akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Oleh karena itu, mereka dengan
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bermasyarakat tersebut merasa yakin dan percaya diri bahwa masyarakat mau
menerima dirinya manjadi anggota masyarakat.

Pada hakikatnya pelaksanaan pemasyarakatan narapidana adalah identik
dengan pembinaan atau bimbingan terhadap narapidana yaitu membimbing agar
narapidana mempunyai kesanggupan ¢an kemampuan untuk turut serta dalam
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya vang diprogramkan
terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaannya yaitu g
. Bimbingan mental yang diselenggarakan dengan pendidikan agama,

kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk
membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa

lalu.

[

Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian
akan pentingnya hidup bermasyarakat dan masa-masa tertentu diberikan

kesempatan untuk bersimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat di luar.

_!.;J

Bimbingan keterampilan, yang dapat diselanggarakan dengan kursus vang

nantinya sebagai bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.

4. Bimbingan untuk memberikan rasa aman dan damai. untuk hidup teratur dan
belajar untuk mematuhi peraturan.

5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan keschatan, seni,
budaya dan sedapat-dapatnya diperkenaikan kepada segala aspek kahidupan
bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan
lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Disamping itu, upaya pemasyarakatan narapidana ini berprinsip atau
berpatokan pada "sepuluh prinsip pemasyarakatan” vaitu

I. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya
sebagal warga masvarakat yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari balas dendam oleh negara, ini berarti

bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana, baik secara tindakan,

perlakuan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu satunva derita yang
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dialami oleh narapidana hanva dibatasi oleh kemerdekannya untuk leluasa
bergerak di dalam masyarakat bebas.

Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertaubat. Berikan pada
mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial
untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk daripada sebelum dijatuhi
pidana, misalnya mencampurbaurkan narapidana dengan orang tahanan atau
anax didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan
sebagainya. :

Selama kehilangan kemerdekaan bergeraknya para anak didik atau narapidana
tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu adanya kontak dengan
masyarakat yang terjelma dalam kunjungan hiburan ke lapas dan rutan oleh
anggota-anggota masyarakat bebas dengan kesempatan lebih banyak untuk
bersama sahabat dan keluarganya.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar mengisi
waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan
Jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan
vang terdapat di masyarakat dan menunjang pembangunan, seperti
peningkatan industri kecil dan produksi pangan.

Pembinaan atau bimbingan yang diberikan pada narapidana harus didasarkan
pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mercka harvs ditanamkan rasa
semangat  kekeluargaan dan toleransi, jiwa gotong royong disamping
pendidikan kerohanian disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai
dengan kepercayaan dan agama yang dianut.

Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka
sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak
dininya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibimbing/dibina ke jalan
yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagal manusia biasa yang
memiliki harga diri pula, agar tumbuh kembali kepribadiannya dan percaya

akan kekuatan sendiri.
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9. Narapidana dan anak didik hanyva dijatuhi pidana berupa pembatasan
kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan
sarana yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di awas, jelaslah bahwa pembinaan narapidana pada
hakikatnya adalah merupakan suatu usaha untuk memulihkan keharmonisan
antara narapidana sendiri dan unsur-unsur masyarakat sekelilingnya dan
memberikan bekal hidup kelak di masyarakat. ¥

Fungsi dan tugas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan
(narapidana) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mercka setelah
selesal menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingan dapat menjadi warga

masyarakat yang baik.

2.3.3 Konsep Sahardjo tentang Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyaraktan dengan pembinaan narapidana di dalammya,
adalah merupakan suatu konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo,
dengan harapan dapat mengubah atau memperbaharui pelaksanaan pidana penjara
di Indonesia yang pada dasarnya memang peninggalan kolonialis Belanda vang
dirasa kurang sesuai untuk diterapkan di bumi Indonesia merdeka yang
berdasarkan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Sahardjo mencetuskan konsep antuk merehabilitasi para narapidana, yaitu
yang terkenal dengan istilah “pemasyarakatan”. Konsep tersebut dikemukakan
oleh Sahardjo pada tanggal 5 juli 1963 di Istana Negara Jakarta, dalam pidatonya
antara lain ia menyebutkan :

“.....di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan untuk
menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana maka pidana
kami rumuskan : disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena
dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, membimbing terpidana agar bertaubat,
mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang
berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.” (Sahardjo,
1963:21).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

20

Selanjutnya Sahardjo menyatakan bahwa taubat tidak bisa dicapai dengan
penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana
siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan (1963:22).

Pidana penjara berat, menurutnya berarti bahwa derita dirasakan berat
karena bimbingan dan didikan memerlukan waktu yang lama.

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya
nanti akan mengembalikan orang tersebut ke masyarakat, untuk itu berkewajiban
memberi bekal kepadanya agar nantinya dapat hidup di masyarakat, serta
mengabdikan diri guna untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat pada
umumnya.

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih sehat dari
pada mereka (narapidana) dipenjara, melainkan wajib memberi bimbingan dan
pembinaan agar mereka menjadi insaf dan sadar serta mampu bermasyarakat dan
menjadi anggota masyarakat sosialis yang berguna.

Dalam hal mendidik terpidana supaya menjadi anggota masyarakat sosialis
Indonesia yang berguna, maka Sahardjo mengemukakan langkah-langkah sebagai
berikut :

. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan

masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya;

b

Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi
waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau
kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan kerjaan di

masyarakat dan ditunjukkan kepada pembangunan nasional:

(F¥)

Bimbingan dan didikannya harus berdasar Pancasila. (1963:22).

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep Sahardjo tentang pemasyarakatan
ini tampak sekali adanya suatu keinginan untuk merubah atau merombak sistem
perlakuan terhadap para narapidana yang bermﬁla pada sistem penjara menjadi
sistem pemasyarakatan dengan metoda pembinaan di dalamnya.

Beliau juga menyatakan bahwa negara harus memperlakukan narapidana

menurut kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan tidak mencari-cari di luar
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negert namun tentang teknik kita boleh belajar dari negara-negara yang maju

tekniknya. (1963:22),

Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa
Indonesia, menurut Sahardjo adalah sebagai berikut :

I. Tiap orang adaiay manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia,
meskipun ia telah, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu
penjahat, sebaliknya 1a harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan
diperlakukan sebagai manusia; E

2. Tap orang adalah makhluk kemasyarakatan tidak ada orang yang hidup di
luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang
berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;

3. Narapidana harus dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu
diusahakan supaya nara pidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya
disamping atau setelah mendapat didikan berangsur-angsur, mendapatkan
upah pekerjaannya. (1963:22-23). ‘

Walaupun konsepsi telah diajukan sedemikian rupa, bahkan hampir tidak
ada kecacatan di dalamnya, namun di dalam pelaksanaannya masih menghadapi
beberapa masalah penting dan bahkan sampai saat ini permasalahan itu masih
dapat dilihat serta dirasakan. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain -

1. Rumah-rumah penjara vang keadaannya menyedihkan, sulit sekali untuk
disesuaikan dengan petugas pemasyarakatan, begitu juga vang letaknya di
tengah-tengah kota, karena rupa-rupanya harus merupakan catur tunggal
dengan alun-alun, masjid dan kabupaten serta dengan tembok-tembok yang
tinggi dan tebal-tebal;

2. Pandangan terhadap narapidana, vaitu yang masih memandang mereka tidak
jauh berbeda dengan “ketingganger” atau orang buen. (1963:23).

Akhirnya Sahardjo mengatakan “Jangan mengira bahwa memperlakukan
manusia seperti binatang, dikerangkeng dapat mencegah kriminalitas, janganlah
mengira bahwa perbaikan-perbaikan akan menjadi /ux yang membikin narapidana

kerasan di penjara.” (1963:23).
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa. walaupun istilah penjara
sudah diubah menjadi istilah pemasyarakatan namun apabila tanpa dibarengi
dengan sikap dan pandangan para petugas lembaga pemasyarakatan dan
pandangan masyarakat terhadap narapidana, maka perubahan tersebut akan tidak
ada artinya. Dengan kata lain pemasyarakatan tidak hanya memasyarakatkan nara
pidana tetapi juga memasyarakatkan pandangan para petugas lembaga
pemasyarakatan dan masyarakat agar tidak berpandangan yang terlalu kepada
narapidana, sehingga narapidana bisa yakin dan percaya diri bahwa dirinya bisa

diterima dalam masyarakat.
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas serta hasil penelitian yang
penulis lakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A

Jember serta wawancara dengan petugas Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA

Jember bagian pembinaan narapidana, dapat diambil kesimpulan sehingga

Jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, kesimpulan vang dimaksud ialah

sebagai berikut ini :

1. Pola pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Jember menggunakan pola pembinaan menurut Surat Keputusan Menteri
Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan. Disamping itu di dalam pembinaan yang dilakukan di
LLembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memakai sistem pentahapan,
vang semuanya secara khusus ditujukan agar selama masa pembinaan dan
sesudah selesar menjalani masa pidananya seorang nara pidana; berhasil
memantapkan kembali harga dinnya dan kepercayaannya serta bersikap
optimis akan masa depan, agar menjadi manusia yang patuh hukum serta
mampu menggalang rasa kesctiakawanan sosial. Sehingga berhasil memiliki
Jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negarz serta mampu
memperoleh dan berhasil berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan

nasional.

b2

Faktor-faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap

narapidana yaitu :

a. Kurangnya tenaga ahli vang diperlukan da}!am pelaksanaan
pemasyarakatan serta sarana dan prasarana yang sangét menunjang dalam
melaksanakan pembinaan. Kurangnya bekerja sama dengan instansi yang

terkait secara langsung maupun tidak langsung.

(8]
h
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b. Kurangnya dana untuk mencukupi kebutuhan progran pemasyarakatan,
dan sikap masyarakat yang tidak peduli serta tidak dapat menerima bekas
narapidana dalam kehidupan sosial mereka, serta lingkungan pergaulan

dari bekas narapidana yang cenderung tidak mendukung kearah kebaikan.

4.2 Saran

I

(R

Perlu ditempatkan para ahli seperti psikolog, sosiolog, dan ahli-ahli yang lain
untuk menunjang keberhasilan pola pelaksanaan = pembinaan terhadap
narapidana. Hendaknya sarana dan prasarana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I1A Jember sebagai penunjang keberhasilan pembinaan
dapat ditingkatkan. Dan diusahakan melakukan peningkatan kerja sama
dengan instansi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Agar
lebih ditingkatkan dan dikembangkan sehingga hasilnya dapat dirasakan
menyeluruh oleh narapidana khususnya sebagai penerima bimbingan dan Juga
pihak penyelenggara, pada umumnya yaitu instansi Lembaga Pemasyarakatan
Jember sendiri maupun pihak terkait, dan juga ditempatkan badan
pengawasan/pengontrolan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Jember agar pelaksanaan dan pembinaan narapidana dapat berjalan dengan
baik.

Perlu diadakan suatu program untuk pencarian dana, dan juga masyarakat ikut
berpartisipasi di dalam membantu menyadarkan narapidana atas kesalahnya di
dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana agar tujuan dari
pembinaan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan dapat berhasil,
sehingga tidak ada lagi pengulangan tindakan melanggar hukum oleh bekas

narapidana.
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STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN NARA PIDANA

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I1A JEMBER

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.
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NOMOR 174 TafiiM 1943
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PRESIDEN REPURLIZ INTHON 2SIA,
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rangka mewujudkan tLuugm sislem pemasyarakatan;

b, bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tinp penduduk untuk
memeluk agamanya masing-1nasing, termasuk setiap Narapidana;

¢. bahwa ketentuzn mengenii remisi scbugabmana  diatur dalam
Keputusan Presidun Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan
Mase Pidas (Remisi) perlu disesuaikan de :ngan hak dan kewajiban
seling Marsptlong erhapgs! pometak agama larena agama merupakan
sendt utama kehidupan masyarakat:

d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintaly Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Peluksanaan Hak Warga

G T T I R e ey it VI B e
F\f} St l\k,],»lru "1'11‘? u.»luw'l

.ﬁ

bahwa terdaswrkan pertimbangan sebagaimzia dimaksud dalam herof
8, b, dan ¢ perlu menetapkan Keputusan Preiden Republik Indonesia

tentang Remisi;

Mengingat « & 1. Pasul 4 ayat (1) dan Pasal 14 Un dang-Und:ang Dasar 1943,
2. Undang-undang Republik ndonesia Nomor 12 Tabun 1995 tentang
Pernasyarakatan (Leasbaran Negara Talion 1995 Nomor 77,

Twnizaliae Leshiren Negara Nomor 3614,

3. Peraturan ...
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3. Peratorun Femerintah Nomor 32 % ahun 1000 tantang Syavat Dan Tata

Cara Prixi:anaan Eak Warga 5

Neg!

>inaan Pemasyaraliotan {Lembarin
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va Teen UES INomor 7%, Tamfanan Lembarun Nepera Tvomwr
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sl d

(1) Sctiap Narupidaia dan Anak

Piduana yang menjulani pidana penjora
semeriare dar. pidana kurunpan dapat diberikan remisi apabila vang

Lursanckaten berbelokuan balk selama mienjuliod pidana,

(25 Rasish Aier ke oleh Menteri Hubkum dan Peruondang-undangun Repubiix

[rdenesie.
(3 Fands eebapguimana dimaksud  dalam ayet (1) ditetapken dengen

Koepatusan leateri Hukum dan Perundang-un-tangan.
2usal 2

Reswesd sebagaimana dimaksud dalam Pasal | lerdlei atas:

a. reausi umum, yang  dibecdkan pada ol perinpatan Proklamasi
Vamerdeloan Yepublk Indonesiz tangss 117

A e n G amb i s s e
s b ansart u-“b“u- 4 ¢ e MMM, N

I .
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remisi khusas, vang diberikus pada hurd besar Xeagameni ya: an dianut oleh

Nlavamidawn Ao
PR )

Al D,

ol ML
tarmn ane v w e 3 BECvesy A Re s

LR

2ng bersanglotan, dengan ketentuan jika

suatu apama memopunyai lebil dari satu hari besar keagamaan dalam

setahul, muica yang dipilih adalali havi besar yang paiing dimuliakun oleh

peagunat agama yang bersangkutan,

(1) Remisi sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditainbah dengan

remisi tambaban apabils Narapid e atze Anak Pidana yana berssaghnten

seivma menjalani pidana:

2. berbuat jusa kepade nepara;

ho melaleukan necnatan yvang bermanfaat bagi ieegara atau bemanusiaon;
2tau

¢. mginkukan perbuatan yang membarntu kegiaten punb'm'm di Lembaga
Prininsyaraets:,

Ketentuan lebil lanjut mengenai berbuat jasa dan melakulkan perbuata
yang bermanfaal bagi negara atan bagi kegiatin pembinaan di Lowbaga
Femasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam syt (1) ditetapkan denpen

Keputusan Mentert Hukum dan Perundang-un-Langan

a ;lu'l l
(1) Besarnya remisi umuaem adalah:

a1 (satu) bulan bagi Mlarupidana dan Anak Piduna yang teinh meniztani

pidana s#lena ¢ (ena) ssimpai 12 Glua belin) bulan; dan
b 2 (dua) buian bopi Nwapidana dan Anak Pidana yang tel: ) menialani
lebity,

La ) FEIUSHIUL L

pitana sclang 12 {dua bel:

) bulan atan
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. 1) Pemberian remisi @ dilaksanake 1 sebag sérikut
a. pada tahun pertana diberikan remisi se begaimana dimaksud dalam
ayat (1);
b. pada tahun kedaa diberikan rem i 3 (tige) bulan;
¢. pada tehun ketyge diberilan rem i 4 (empat) bulan;

d. pada tahun kewsmpat dan kelimi masing smsing diberikan remisi 5 bl
¢. pada tahun keenam dan seterue ya dibevefan remisi 6 (enam bulan)

setiap tahun,

Pasal 3

N
) Cesamya remisi khucus adalah:
a. 15 (lima belaglh ari bagi Narapedana dan Ansk Pidurs yang teish
menialani pidane selama 6 (cnarn) snmp:u.'fa (dua belas} bulan; dan :
b. | (satu) bulan b'.g&;'N:lrapEdana dar Anak Gdgina yeng tolah menjaian |
pidana selama 2 (duz belas) buli 1ateu Je biby
) Pemberian remisi lysus dilakeanaka . sebaga; srikut :
a. pada Whon pert 2 dibenien femi, sebagucaana ditaaksudkan dalam
ayat (1); —
b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu)
bulan;
c.. pada tahun keempat dun kelima nasing.  sing dibertkan remisi |
(satu) bulan 15 o belzs) hari, ¢
d. pada tahun L'.uanmx dan sceterusuya dibe.  n remisi 2 (dua) bulan
setiap tahun,
i

- MR S
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Pasal 6

Besarnya ren isi tambahan edalah;

a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum ywr  diseroleh pada tahua yang
bersangketan bagi Narapidana dan Anak Fi g yang berbuat jasa kepuda
negara o.au melakukan pubualan yang crmanfual bagi negara atau

kemanes aan: dan

|18 LI R e S e R L

bersang! utan bag! Neara: mhm iu: .-\nal fund yasn 1, eiah 1r-"lu.kuka.n

cerbuatin yang membantt kegiman pembinaan i Lembaga
& -

Pemasys rukatan sebagal penuka.
Pasal 7

(1) Pergnitungan lamanya masa menjaland pideana sebe gai duasar untuk
menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak t nggal penahanan
sampai dengan hari perivgaton Proklames! Keme, koo Republik
Indonesiz tnnggal 17 Agustus.

\/(2) Penghitingen lamanya mass menjulani pidioa scbagai dasar untuk
menetankiuy besarava remisi ghucos dilityne.seisk tansasl neasheoan
Anak Pidana yang bersangkutan,
(3) Dalam hal masa penahanan sebhagsimana dimetsud dalam ayat (1) dan ayat
(2) terputus, perhitungun penctapan lamany: masa menjalani pidans
dihitung dari sejak penahanen yang teraih'r,

(d

Lintule pesphitunpan sebagate na dimaksud delin nasal ini, 1 (sztu) bulan

dihitung sama dengan 30 (tige pulub) e,

(5) PenghMtungen .,
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(5) Penghitungan besarnya remisi Jhusus sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) didasarkan pada agamna Narapidana dan Anal Pidana yare pertama

wali tercutat dalam buku register Lembaga Pemusvarakatan,
Pusal 8

(1) Dzlwia hal Naorapidana dun Anak Pidana pada suatu tahun tidak
memperoleh remisi, besamya remisi pada tahwy beritiatnya didasarian
paca remisi teralchir yang diperalahnva,

(2} Penghitungan zemist bayri Neveeiduna dan Anak Pidana yang menjalani
sidana lahl ol sehn putesan Pengadilan secara becturut-turut dilakukan
fengan cara menggehungke sémua putusan pidaranya, \

(3) Pidana kurungan sebugai pengganti pidana derca tidak diperhitungkan
didalum pengpabungan putusan pidana seongaimana dimaksud dalum ayal

(2).
Pasal 9

(1) Narapidana yang dikenakan nidana penjara seumur hidup dan telah
menjalani pidana paling sedili 3 (lima) “aben bSerturut-turut serta
berkelakuan baik, dupst divhaly pidsnanya yadi pidana penjara
sementara, dengan lama siza pidong yang masip hams dijalani paling lama

15 (lima belas) tahur.
(2) Perubahan piduna peninrn counn b fup uenjadi pidana penjara sementera
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetaphan dengan Keputusan

Presidan,
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(3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana
penjara sementara diajukan oleh Narapidana vang bersangkutan kepada
Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pervahonan perubahan pidana
seuniit hidup menjudi pidana semantara set aeaimana dimakgud dalam
dyar £8) Gaize kbih fwsiee desgan Xeputusan Menieei Hukum con

e Fus (.luUI’ Jﬂ.dﬂl'”"
rasal 10

Dalarn hal pidana penjara seumur hidup telah diutah meniad i--lena penjara
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maks LS wimberian
rernist Dur'eke ketentian 2haaireamn dimakscd dalan Pasas | ¢ el dengan

Pasal 6.

Pasal 1!
anhittugsimal disdakaud daliaseia) 2 du Paad A jupa diberikan
Kupada
4. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan nermohonan grasi sambi]
menjalanken pidenanya: dan |

b, Narapidana dan Anak Pidana Warga Nepgara A«ing,
Pasal 12

Rarmis? sebagainsins #imelisud éatue Pasal 2 dan Proal 3 tidak dicenitan
ke=ads Narap'dane dan Grnh Podone - aper
h P “

a. dipidana kurang dari € (enam) bulan:

b. «kenakan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

! DIRJ:[‘! T el W e TR WHSIENS S 1T Veafl Tee 1§ Tale

i

. Cwrian e NN NN A -

el Sk
s "\'-'-"?‘\si‘h

g
23 et

g e A
i ! WL
K2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8
<8

b. dikenaxan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib
Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan ];ada
peniberian remisi;

c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau

d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.
Pasal 13

(1) Usul remisi diajukan kepada Mentern Hukum deor D'srandzig-undangan
oleh Kepala Lembapa Pemasyarakatan, Kepala Ru.rah Tasahan Negara,
atzu Kepala Cabang Rwnah Tahana: Negiwa meialui Fepala Kantor
Departemen Hukum dan Perundang-undangar.

(2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-tundangan tentang remisi
diberitahukan kepacda Narapidana dan Anak Piduna pada hari peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi
mereka yang diberikan remisi puda peringatan Proklamasi Kemerdekaan
Repuklik 1ndoncsia atau pada hari besar kergamaan yang dianut oleh
Narapidana dan Anak Pidana yang bersanpkutan,

(3) Jika terdapat keraguan (entang hari besar keanamaan yang dianut oleh
Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan

men rkonsultasik annya dengan Menteri Agam:
2 &
Pusal 14

Remisi sebagaimana dimuaksud dalam Pasal 4, Paszl 5, dan Pasal 6 dicatat di

dalam daltar tersendiri.
Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini melai berlaku, Kepotusan Presiden Republik
[ndonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Penguransan Masa Pidena (Remisi)
__.__-____'____———_'—__ &

disyatakan tidai herlaku.
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Keputisan Presiden inf madai ba ke pedy tanges! diredazsskag,

Agar sctizgp orang mengetahumnya memerintabkan pengundancan Keputveon Prasiden ini

Mugae peatagz o nnyva dalam Lembi Segand Repibuk Indoesa.

Dutetapkan di Jakarra

Pada tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .
ud.

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangknn di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
(td.

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 2274

Wai dengan aslinya
gly\g‘ KABINET R|
é B.m\o flukum.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDQNESIA

NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Femasyarakatan scbagai
insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik
dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;

bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuairdengan sistem
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir darj sistem pemida-
naan; i

bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimanag dimaksud dalam

huruf b, merupakan rangkaian pencgakan hukum yang bertujuan
agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadiri kcsalahannya,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana schingga

dapat diterima kembalj oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung Jawal;

bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantic op de
Voorwaardclijkc Invrijhci'dslclling (Stb. .1917-749, 27 Desember
1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pema-
syarakatan, Gestichicn Reglement (S, 1917-708, 10 Desember
1917, Dwangopvocding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember
1917) dan Uitvoeringsordonnantje op de Voorwuardclijkc
Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang
yang berkaitan dengan Pemasyarakalan, tidak sesyai dengan

sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

¢. bahwa ...
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¢. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, ¢,
dan d perlu membentuk Undang-undang lcniang Pemasyara-

katan;

1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undnng-Undang Dasar

1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (Berita Negara Republik Indonesia I Nomor 9) jo.
Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan

Berlakunya Unda'ng-undang Nomor |
Indonesia tentang Peraturan Hukum

Tahun 1946 Republik
Pidana Untuk Seluruh

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Nomor
beberapa kali diubah dan ditambah,

undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang
an Beberapa Pasal Dalam Kitab Und
Bertalian Dengan Perluasan Berl
undangan Pidana, Kejahatan p

dap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Ne
1976 Nomor 26, Tam

Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Undang-undnng ini yang dimaksud dengan :

l. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakuk

1660) yang tefah
tecrakhir dengan Undang-
Perubahan dan Penambah-
ang-undang Hukum Pidana
akunya Ke'entuan Perundang-
enerbangan, dan Kejahatan terha-

gara Tahun
bahan Lembaran Negara Nomeor 3080);

an pembinaan

Varpa j
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Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkar sistem, kelemba-
gaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakalan adalah sualu talanan mengenai arah dan
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan ber-
dasarkan Pancasila yang dilaksanakan sccara terpadu antara
pembina, yang dibina, dan masyarakal untuk meningkatkan
kualitas Warga Binaan Pcmasyarakalan agar menyadari *kesalah-
an, memperbaiki diri, dan lidak mengulangi tindak pidana se-
hingga dapat dilerima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dupat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
sccara wajar scbagai warga yang baik dan bcrtm‘\ggung jawab,

Lembaga . Pemasyarakatan yang sclanjutnva disebut LAPAS

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan
pranala untuk-mclaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan,

W.arga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Dldlk
Pcmasy1rakalan dan Klien Pemasyarakaltan,

Terpidana adalah sescorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (etap.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalan: pidana hilang ke-
merdekaan di LAPAS.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadil-

an menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai
« berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak ,

yang sclanjulnya discbut BAPAS adalah

:
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L. Anak Negara yaitu anak yang berdasarlan putusan penga-
dilan discrahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkar
di LAPAS Anak paling lama sampai becumur 18 (delapar
belas) tahun;

¢. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atay
walinya memperoleh penctapan pengadilan untuk dididik d

LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapar
belas) tahun.

9. Klien Pemasyarakatan yang sclanjutnya discbut Klien adalal,
sescorang yang berada dalam bimbingan BAPAS,
10.  Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan |

anggung ja-
wabnya melipuli bidang pemasyarakatan,

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan disclenggarakan dal
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia sculuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tin-
Jak pidana schingga dapat diterima kembali olch lingkungan ma-
syarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

sccara wajar scbagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

am rangka membentuk

Pasgal a3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pema-

syarakatan agar dapat bereintegrasi sccara schat dengan masyarakat,
schingga dapat berperan kembalj scbagai

anggota masyarakat yang
bebas dan bertanggung jawab. :

| \'P V0 v

Pasal 4

(1) LAPAS dan BAPAS didirik

an di setiap ibukota kabupalten
atau kolamadya.,

(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota

administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang
BAPAS.

BAR 11
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jenis kelamin,

lamia pidana yang dijatuhkan,

jenis kejahatan; dan

kriteria lainnya scsuai dengan kebutuhan atau perkembang-
an pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di
LAPAS Wanila.

msal 13

Ketentuan mengenai pendafllaran serta penggolongan Narapidana
diatur lebih lanjut dengan Kepulusan Menteri.

(1

Pasal 14 :

Narapidana berhak :

d.

b.

melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan-
nya;

mendapat perawatan, baik perawatar rohani maupun jas-
mani;

mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

mendapatkan pelayanan keschatan dan makanan yang
layak;

menyampaikan keluhan;

mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media
massa lainnya yang tidak dilarang;

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilaku-
kan;

mencrima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau
orang lerlenty lainnya;

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisio;

J- merdapatkan ...
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.

j. mendapatkan kescnypatan berasimilasi termasuk culi me-

ngunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembcbasan bersyarat;
I.  mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain scsuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai syaral-syarat dan lala cara pelaksanaan
hak-hak Narapidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-
atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Rasal 1S

Narapidana wajib mengikuli sccara terlib program pembinaan
dan kegialan terientu.

Kelentuan mengenai program pembinaan schagaimana dimak-

sud dalam ayat (1) diatur Icbih lanjut dengan Perauran Peme-
rintah?

Pasal 16

Narapidnna dapat dipindahkan dari salu LAPAS ke LAPAS
lain untuk kepentingan :

a. pembinaan;

b. kcamanan dan kclertiban;

c. proses peradilan; atau

d. lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan mengenai syaral-syarat dan (ata cara pemindahan

Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjul dengan Peraturan Pemerintah,

X Pusal 17 e

Penyidikan terhadap Narapidana yang lerlibat perkara lain
baik scbagai lersangka, (erdakwa, alau scbagai saksi yang

dilakukan ...
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Menimbang

Mengingat

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAM MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.01.Pi(.04-10 TAHUN 1999
TENTANG
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT

DAN CUTI MENJELANG BEBAS

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa pembinaan narapldana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem
Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar
dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga
berperan kembali sebagal anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab;

bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu
upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalul pelaksanaan
asimllasi, pembebasan hersyarat dan cuti menjelang bebas;

bahwa Peraturan Menterl Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasl, Pembebasan Bersyarat
dan Cutl Menjelang Bebas sebagalimana telah beberapa kall diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10
Tahun 1993, periu disesualkan dengan ketentuan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c,
perlu menetapkan Keputusan Menterl Kehakiman tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-
undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pldana (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1660) yang telah beberapa kall diubah dan ditambah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan
Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Bertallan Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-
undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap
Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3614);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3668);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
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Menetapkan

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang
Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi);

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-
PK.07.10 Tahun 1989 tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehakiman Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Asimilasi adaiah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapldana
dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

b. Pembebasan bersyarat acalah proses pembinaan narapidana diluar
Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15
dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22
dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

¢. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan dlluar Lembaga
Pemasyarakatan bagl narapidana yang menjalanl masa pidana atau
sisa masa pidana yang pendek.

d. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk
mencegah  terjadinya penyimpangan pelaksanaan  asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cutli menjelang bebas, termasuk
didalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 2

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan
sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman,
persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan,
penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan
merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana serta tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus
dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
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Pasal 5

Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan
sebagai salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat secara
sehat.

Pasal 6
Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bertujuan :

a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada dirl Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;

b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna
mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah
bebas menjalani pidana;

c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam
penyelenggaraan pemasyarakatan.

BAB I
SYARAT - SYARAT

Pasal 7

(1) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi asimilasi,
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi
persyaratan substantif dan administratif.

(2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhl Narapidana dan Anak
Pidana adalah :

a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan
yang menyebabkan dijatuhl pidana;

b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang
positif;

c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun
dan bersemangat;

d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan
narapidana yang bersangkutan;

e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak
pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam

waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

7 masa pidana yang telah dijalani :

1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah)
dari masa pidana, setelah dikurangl masa tahanan dan
remisl, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap.

@)\| untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani

e 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi
masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan
ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 2
(sembilan) bulan.
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3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3
(dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa
tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti
sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Anak Negara adalah :

a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran
yang dilakukan;

b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;

c. dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan
tekun dan rajin;

d. masyarakat telah dapat menerima program pembinaan Anak
Negara yang bersangkutan;

e. Dberkelakuan baik;
masa pendidikan yang telah dijalani :

1) untuk asimilasi, Anak Negara telah menjalanl masa
pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan;

2) untuk pembebasan bersyarat, Anak Negara telah menjalani
masa pendidikan di LAPAS Anak sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak
Didik Pemasyarakatan adalah :

b.

©

@ @G

©

salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);

surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang
bersangkutan tidak mempunyal perkara atau tersangkut dengan
tindak pidana lainnya;

léporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang
pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan
masyarakat sekitarnya dan plhak laln yang ada hubungannya dengan
narapidana; ’

salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran
tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa
pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);

salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti
grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;

surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima
narapidana, sepertl pihalk keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah
atau cwasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat
serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; { BEFMETPA )

surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa
narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS
tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat
dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.

bagl Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperiukan
syarat tambahan :

1) surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat
negara orang asing yang bersangkutan;

2) surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.
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‘ pasal 9

(1) Narapidana yang melakukan tindak pidana subversi dapat diberikan
asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dangan
syarat tambahan yaitu :

a. kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin
membaik selarna dalam LAPAS;

b. adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang
memberikan jaminan secara tertulis diatas materai.

(2) Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh anggota Tim
Pengamat Pemasyarakatan LAPAS (TPP LAPAS) yang bersangkutan
bersama unsur  dari BAKORSTANASDA setempat dengan
menggunakan Kartu Pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah agar
narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.

Pasal 10
(1) Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tidak

diberikan kepada :

a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang kemungkinan
akan terancam jiwanya;

b. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang diduga akan
melakukan lagl tindak pidana; atau

c. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur

hidup.

(2) Warga negara asing yang diberl asimilasi, pembebasan bersyarat dan
atau cuti menjelang bebas, nama yang bersangkutan dimasukkan
dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal
Imigrasi,

(3) Narapldana warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) aitetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT
DAN CUTI MENJELANG BEBAS

Pasal 11

Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti
menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 12

- Tata cara untuk pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti
menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagal
berikut :
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2. TPP LAPAS  ‘setelan miendengar -pendapat anggota tim serta
mempelajari Laparan Litmas dari BAPAS mengusuikan kepada Kepala
LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;

b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya
meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman setempat;

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau
menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertlmbangkan hasil
sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;

d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul
Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan
penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;

e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui
usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan
meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan;

f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala
LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul
tersebut;

g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut,
maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) harl
terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu
beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan

h. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala
LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman
untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

(1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri
Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat
atau cuti menjelang bebas.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
sebagal berikut :

a. dalam hal asimilasi mengenal kegiatan pendidikan, bimbingan,
latihan keterampilan, keglatan sosial dan kegiatan pembinaan
lainnya diluar LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS
atas nama Menteri;

b. dalam hal asimilasi mengenai keglatan bekerja pada pihak
ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka,
Keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman setempat atas nama Menteri;

c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri;

d. _-dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas
nama Menteri.
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Pasal 14
Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu :
a. bekerja diluar LAPAS yang dapat berupa :

1) bekerja pada plhak ketiga baik instansi pemerintah, swasta
ataupun perorangan;

2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu,
bengkel, tukang memperbalki radio dan lain sebagainya;

3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security . minimum.

b. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan ketramplian diluar
LAPAS.

c. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti :
1) kerja bakti bersama dengan masyarakat;
2) berolah raga bersama dengan masyarakat;

3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan
masyarakat,

Pasal 15

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada diluar LAPAS

ditentukan sebagal berikut :

a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan dan latihan ketrampilan
disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif ditempat
kegiatan;

b. untuk keglatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan
dengan waktu yang dipergunakan ditempat kerja paling lama 9
(sembilan) jam sehari termasuk waktu di perjalanan;

C. untuk kegiatan di LAPAS Terbuka dapat menginap dengan mendapat
pengawalan security minimum.

Pasal 16

Dalam hal pelaksanaan asimilasi memerlukan kerja sama antara LAPAS
dengan pihak ketiga, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada
suatu perjanjian yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
dengan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada narapidana.

Pasal 17

Perjanjian Kkerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus
memuat hak dan kewajlban dari masing-masing pihak, termasuk upah
yang akan diterima narapidana.

Pasal 18

Petunjuk mengenai besarnya upah narapidana dan pembagiannya diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

BAB 1V
PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 19

(1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
yang sedang melaksanakan asimilasi merupakan tanggung jawab
Kepala LAPAS.
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(2) Bimbingan terhadap Narapldana dan Anak Didik pemasyarakatan
yang dibebaskan tersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan
oleh BAPAS.

(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap
perseorangan maupun kelompok dan dilaksanakan secara berkala
dan berkesinambungan.

pasal 20

Narapidana atau Anak Didik pPemacyarakatan sebelum melaksanakan
asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, Kepala LAPAS
berkewajiban :

a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak  Didik
pemasyarakatan berperilaku positif didalam masyarakat;

b. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik pemasyarakatan yang
akan melaksanakan pembebasan barsyarat dan cuti menjelang bebas
kepada BAPAS dan membuat berita acara penyerahan serta dilampiri
risalah pembinaan selama di LAPAS dan catatan penting lainnya.

BAB V
PENGAWASAN

pasal 21

(1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan
yang sedang melaksanakan asimilasi untuk keglatan pendidikan,
bimbingan agama dan kegiatan soslal LAPAS dilaksanakan secara
tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas.

(2) Pengawasan terhadap Narapidana yang sedang melaksanakan
asimilasi untuk kegiatan kerja diluar LAPAS bekerja bersama-sama
anggota masyarakat dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan
memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintahan Daerah dan
Hakim Wasmat setempat.

Pasal 22

(1) Pengawasan terhadap Narapldana atau Anak Pidana yang sedang
menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri
dan BAPAS.

(2) Pengawasan terhadap Anak Negara Yyang sedang menjalani
pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 23

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang
menjalankan cutl menjelang bebas dilakukan oleh BAPAS dengan~
memberitahukan kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah dan Hakim
Wasmat setempat.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pasal 22 dan Pasal
23 terhadap Narapidana subversi dilaksanakan dengan mengikutsertakan
Bakorstanasda setempat.
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pasal 25

pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing
yang diberi asimilasi, pembebasan persyarat dan cuti menjelang bebas
dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

pasal 26

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan
asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

pasal 27

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang
pelaksanaan dan hasil evaluasi asimilasi, pembebasan persyarat dan cuti
menjelang bebas kepada Kepala Kantor Willayah Departemen Kehakiman
setempat dengan tembusan kepada Direktur Jjenderal Pemasyarakatan.

pasal 28

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara
data pelaksanaan asimllasi, pembebasan persyarat dan cutl menjelang
bebas dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada
Direktur Jenderal pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri
Kehakiman.

BAB VI
PENCABUTAN ASIMILASI, -
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS

pasal 29

(1) Pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan
bersyarat dapat dicabut apablla narapidana :

a. malas bekerja;

b. mengulangl melakukan tindak pldana;

c. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan atau
d

melanggar ketentuan mengenai  pelaksanaan asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

(2) Pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan sesual dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a.

(3) Pencabutan asirnilasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman.

(4) Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal
pemasyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

(5) Pencabutan cutl menjelang bebas dilakukan oleh Kepala Kantor
Wilayah Departemen Kehakiman setempat berdasarkan usul Kepaia
LAPAS,
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pasal ' 30

(1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang
bebas dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh informasi
mengenal alasan-alasan pencabutan pemberian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Kepala LAPAS berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap
narapidana dan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat,
pencabutan dijatuhkan secara tetap.

(3) Kepala LAPAS melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) kepada Direktur jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi
dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

pPasal 31

(1) Pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang
bebas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

(2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya :

a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat
diberikan remisi; dan

b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa
pidananya tidak dapat diberikan asimilasi, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

(3) Anak Negara yang dicabut asimilasinya :

a. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan
tidak dapat diberikan asimilasl;

b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cutl mengunjungi keluarga selama
menjalani pendidikan di LAPAS.

(4) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut pembebasan bersyarat-
nya:
a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat
diberikan remisi;

b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberikan asimilasi,
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti
mengunjungi keluarga selama menjalani sisa pidananya;

c. masa selama diluar LAPAS tidak dihitung sebagai menjalani
pidana.

(5) Anak Negara yang dicabut pembebasan bersyaratnya :

a. masa selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagal
masa menjalani pendidikan;

b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan
tidak dapat diberikan asimliasi dan pembebasan bersyarat; dan

c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa
pendidikan tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat dan
cuti mengunjungi keluarga.
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z. masa selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS dihitung
sebagal-menjalani pidanaj

b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diterikan remisi,
asimilasl, pembebasan bersyarat, cutl menjelang bebas dan cuti
mengunjungi keluarga.

pasal 32

Apabila alasan pencabutan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti
menjelang bebas disebabkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan
melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS atau Kepala BAPAS melaporkan
kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

pasal 33

Dalam melaksanakan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang
bebas harus selalu diusahakan adanya koordinasi dengan Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat pemerintah Daerah dan pemuka
masyarakat setempat.

pasal 34

Setiap petugas LAPAS yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri inli,
dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

pPasal 35

petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini ciatur lebih lanjut dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Dengan berlakunya Keputusan Menteri Ini, maka :

a. Peraturan Menterl Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-
PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan
Cuti Menjelang Bebas;

b. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-
PK.04.10 Tahun 1991 tentang penyempurnaan Peraturan Menterl
Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat dan Cutl Menjelang Bebas;

c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-
PK.04.10 Tahun 1993 tentang penyempurnaan Peraturan Menterl
Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi,
pPembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas,

dinyatakan tidak berlaku.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

Pasal 37
Keputusan Menter| Inl mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Pebruari 1999

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
ttd

PROF. DR. MULADI, S.H,

Sallnan sesuai dengan aslinya
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